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ABSTRAK 

 Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sering terjadi 

kesalahpahaman terhadap fungsi dan wewenang dari Peradilan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha yang menimbulkan banyak spekulasi dari berbagai pihak baik 

dari masyarakat umum hingga paka-pakar hukum. Dengan demikian, perlu dikaji 

bagaimana peradilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan tugas 

dan wewenangnya dalam sistem peradilan di Indonesia. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

penelitian normatif, karena ditujukan pada Undang-undang, sehingga erat 

kaitannya dengan perpustakaan. Selain itu, metode pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan cara mengkaji 

semua Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan 

diteliti. 

 Perselisihan pendapat terhadap tugas dan wewenang Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha ini terjadi Karena Undang-undang tidak mengatur secara jelas 

bagaimana tata cara peradilan yang ada di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 

sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak. Selain itu, 

Undang-undang Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat belum pernah dilakukan perubahan sejak pertama kali di sahkan 

pada tahun 1999, sehingga berbagai penafsiran tentang sistem peradilan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha yang muncul tidak mendapat penjelasan yang jelas.  

Kata Kunci: Karakteristik, KPPU, Peradilan. 
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